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ABSTRAK

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL (B011201331) dengan judul Tinjauan
Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.
28/PUU-X1/2013). Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing utama
dan Bapak Zulfan Hakim selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan kembali Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-
prinsip konstitusionalisme di Indonesia dan untuk menganalisis dasar
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar
putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25
Tahun 1992 yang telah dicabut DPR.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan  perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi jika
ditinjau dari prinsip-prinsip konstitusionalisme adalah jelas menyalahi
prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan pada Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian,
dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tersebut
didasarkan pada beberapa hal terutama terkait dengan kedudukan
daripada Koperasi. Namun terjadi ketidakkonsistenan antara pertimbangan
hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan amar putusan yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi, Pemberlakuan
Kembali
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ABSTRACT

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL (B011201331) with the title Juridical
Review of the Re-Enactment of Laws Based on the Constitutional
Court Decision (Study of the Constitutional Court Decision No.
28/PUU-XI1/2013). Guided by Marwati Riza and Muhammad Zulfan
Hakim.

This study aims to analyze the re-enactment of Law No. 25 of 1992
concerning Cooperatives in line with the principles of constitutionalism in
Indonesia and to analyze the basis of legal considerations of Constitutional
Court judges to arrive at a decision on the re-enactment of the Cooperative
Law No. 25 of 1992 which has been revoked by the House of
Representatives.

This study uses normative legal research methods with a legislative
approach, a conceptual approach, and a case approach. Types and sources
of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal
materials.

The result of this study is that the actions of the Constitutional Court, when
viewed from the principles of constitutionalism, clearly violate the basic
principle of limitation of power as stipulated in Article 24C paragraph (1) of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the provisions of Law
12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. Then, the
basis for the legal considerations of the Constitutional Court judges is based
on several things, especially related to the position of the Cooperative.
However, there was an inconsistency between the legal considerations of
the Constitutional Court judges and the verdict issued.

Keywoards: Constitutionalism, Constitutional Court, Re-enactment
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditegaskan bahwa
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.! Konsekuensi dari pada negara
hukum adalah segala tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara
atau warga negara sekalipun harus sesuai dan dilandasi dengan aturan
hukum yang berlaku atau yang kemudian dikenal dengan istilah nomokrasi.
Disisi lain, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dinyatakan
bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.” Prinsip utama dari kedaulatan rakyat ini bahwa
hukum yang ditegakkan dan diterapkan haruslah mencerminkan kehendak
rakyat atau apa yang menjadi keinginan rakyat itu sendiri atau yang juga
dikenal dengan istilah demokrasi.

Antara demokrasi dan nomokrasi yang jika diterapkan dalam suatu
negara secara bersama-sama menciptakan kombinasi yang akan
melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Norma hukum yang
dibuat dan diterapkan akan membatasi dan mengatur bagaimana
kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan.
Sebaliknya, hukum yang dibuat dan diterapkan harus mencerminkan

gan rakyat yang berkeadilan. Hukum tidak boleh dibuat untuk

1dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
1dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).
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kepentingan golongan atau kelompok tertentu ataupun bahkan kepentingan
penguasa yang berujung pada lahirnya negara yang totaliter. Sehingga,
pada prinsipnya konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna
bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan
substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara demokratis
berdasarkan konstitusi.

Dalam konteks negara hukum yang demokratis akan berlaku prinsip
supremasi hukum dengan menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi
sebagai upaya untuk melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya
intervensi dari pihak manapun bahkan dari penyelenggara negara itu
sendiri. Pada dasarnya supremasi hukum tidak hanya sebatas pada
tersedianya fasilitas aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi
dengan menegakkan kaidah ataupun norma hukum itu sendiri. Penegakan
hukum hendaknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan represif dari
aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap
penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang lebih luas
mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat
kaidah normatif benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan
sebagaimana mestinya”.?

Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang

legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan

lahkamah Konstitusi, 2013, Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai
lan Menegakkan Kaidah Hukum, Jakarta.
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legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum
konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ
ini tidak konstitusional.* Organ khusus yang berhak menguiji konstitusional
atau tidaknya suatu undang-undang itu yang di Indonesia kemudian dikenal
sebagai Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.> Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi
ditempatkan sebagai lembaga terakhir yang berhak menentukan validitas
suatu norma (undang-undang) terhadap konstitusi (Undang-Undang Dasar)
dan harus dijalankan sebagai implikasi dari putusan MK itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma dalam undang-
undang baik berupa ayat, pasal, bahkan satu undang-undang secara
keseluruhan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar yang
dalam konteks ini dikenal dengan putusan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi. Namun sejatinya dalam prinsip checks and balances, putusan
MK tidak hanya bernilai semantik atau hanya sampai dengan

diputuskannya suatu norma undang-undang. Tetapi, putusan MK tersebut

a Budhiati, 2020, Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu, Jakarta:
ika, him.7.
nrdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat
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tidak dapat dilepaskan dari asas erga omnes yang memiliki kekuatan
mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga
semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.®
Prinsip checks and balances ini pada prinsipnya menghendaki adanya
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki tingkatan yang
sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Sehingga,
penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara bisa dicegah
dan diatasi.’

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya diduga menabrak
aturan-aturan ataupun norma-norma di dalam peraturan perundang-
undangan bahkan dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dapat dilihat pada Putusan MK Nomor
28/PUU-XI1/2013 tentang Perkoperasian, di dalam amar putusannya
menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai
dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Pemberlakuan dari pada
Undang-Undang Perkoperasian yang sebelumnya telah dicabut DPR ini

diberlakukan kembali atas dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang

ia Riesta Dewi, “Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan
Indang yang telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca
Nahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7,
him.65.

mly Asshiddigie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:
ika, him.61.
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terjadi. Padahal sejatinya ketika kita melihat dasar pencabutan daripada
Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diganti
dengan Undang-Undang 17 Tahun 2012 terkait dengan perkoperasian
menunjukkan bahwa Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian ini dianggap menghambat kemajuan koperasi yang sudah
tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan
Koperasi. Ketentuan didalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25
Tahun 1992 tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum
bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih jika dihadapkan
kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin
dinamis dan penuh tantangan.? Dapat dilihat pada ketentuan yang
mengatur nilai dan prinsip Koperasi, status badan hukum, permodalan,
kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi, dan peranan
pemerintah yang kurang diakomodir dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian ini.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
yang mencabut Undang-Undang 25 Tahun 1992 dengan dasar
sebagaimana diuraikan di atas justru dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi karena makna filosofis perkoperasian yang termuat
dalam UU Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) ini menurut Mahkamah sudah

tidak sesuai dengan hakikat susunan perkoperasian sebagai usaha

enjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
ang Perkoperasian.
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bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan sebagaimana yang
menjadi amanah dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena Pasal
1 ayat (1) UU Perkoperasian yang mendefiniskan terkait perkoperasian ini
ternyata telah dielaborasi dalam beberapa pasal-pasal lain di dalam
Undang-Undang 17 Tahun 2012 ini, sehingga di satu sisi mereduksi
ataupun bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan
menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan
yang mengutamanakan modal materii dan finansial yang
mengesampingkan modal sosial justru modal sosial ini merupakan ciri
fundamental koperasi sebagai entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan
konstitusi. Koperasi menjadi semakin tidak berbeda dengan perseroan
terbetas yang menunjukkan bahwa koperasi kehilangan ruh
konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi yang secara hakikat
memiliki filosofi gotong royong. Dengan demikian, karena pasal yang
dinyatakan inkonstitusional tersebut merupakan jantung dari Undang-
Undang 17 Tahun 2012 dan telah dielaborasi kedalam pasal-pasal yang
lain, sehingga Mahkamah Konstitusi berpadangan untuk memberlakukan
kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah
dicabut oleh DPR.

Putusan MK Nomor 28/PUU-X1/2013 tentang Perkoperasian
sebagaimana dijelaskan di atas mencabut daya mengikatnya suatu
undang dan justru malah memberlakukan kembali undang-undang

belumnya telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
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Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dalam memutus perkara
tersebut dan diduga menabrak norma-norma dalam peraturan perundang-
undangan, sebagaimana Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan
kewenangan untuk menentukan sejauh mana norma undang-undang
tersebut bertentangan atau tidaknya terhadap Undang-Undang Dasar dan
tidak diberikan ruang untuk memberlakukan kembali undang-undang yang
telah dicabut oleh DPR, karena sejatinya kewenangan terkait dengan
norma ataupun regulasi yang akan diberlakukan menjadi kewenangan
legislatif atau dalam hal ini adalah DPR untuk merumuskan suatu norma
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau yang
dikenal dengan fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini sebagaimana
yang dikatakan Jimly Asshiddigie bahwa fungsi pengaturan berkenaan
dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga
negara.’ Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya ini
diperkuat dengan putusan sebagaimana diuraikan di atas yang menabrak
norma di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran Il Huruf C Angka 229

menyatakan “Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan yang telah

mly Asshiddigie, 2016, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali
299.
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dicabut, tetap tidak dapat berlaku meskipun peraturan perundang-
undangan yang mencabut dikemudian hari dicabut pula”.1®

Tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang menguiji
konstitusionalitas dari pada Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun
2012 pada amar putusannya menyatakan Undang-Undang Perkoperasian
No. 17 Tahun 2012 bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-
Undang Dasar dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta
Mahkamah Konstitusi juga memutuskan untuk memberlakukan kembali
sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru,
walaupun Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ini sebenarnya telah dicabut
secara kesulurahan dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 1992.
Tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan
pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 yang
sebelumnya telah dicabut ini, menurut hemat penulis merupakan bentuk
tindakan melampaui wewenang, sebab kewenangan terkait dengan norma
yang akan diberlakukan menjadi kewenangan legislatif atau dalam hal ini
adalah DPR untuk merumuskan dan menentukan suatu norma sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena pada dasarnya
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanyalah

ampiran Il Huruf C Angka 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
lkan Peraturan Perundang-Undangan.
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sebatas pada kewenangan yudisial. Sebagaimana ditegaskan di dalam
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar”.'! Artinya kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang diberikan oleh UUD NRI 1945 hanya pada tataran penguijian
suatu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apakah
konstitusional atau tidak konstitusional, bukan pada ranah pemberlakuan
suatu undang-undang, terlebih undang-undang tersebut (Undang-Undang
25 Tahun 1992) bukan merupakan objek permohonan dalam putusan
Mahkamah Konstitusi ini.

Tindakan yang melampau wewenang ini kemudian diperkuat dengan
melihat hukum acara Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang No. 8
Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 56 secara jelas
menyatakan bahwa:!?

1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon
dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan
permohonan tidak dapat diterima;

2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagiaman dimaksud pada
ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang

Jertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1).
Indang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56.
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4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau
keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dari bunyi pasal yang mengatur terkait jenis-jenis putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, dapat dilihat secara jelas bahwa jenis putusan
Mahkamah Konstitusi terdiri atas putusan yang menyatakan permohonan
tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohnan ditolak serta
konsekuensi dari amar putusan tersebut dan sama sekali tidak mengenal
adanya amar putusan “pemberlakuan kembali undang-undang yang telah
dicabut oleh DPR” sebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menguji konstitusionalitas dari
Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kompleksitas permasalahan daripada putusan Mahkamah Konstitusi
inilah yang diklasifikasikan oleh penulis yang meliputi tindakan melampaui
wewenang yang ditinjau dari pada Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai
dengan kewenangannya, ditinjau dari segi hukum acara Mahkamah
Konstitusi yang tidak membukakan ruang dan tidak mengenal amar putusan
yang memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut, dan dari
segi pengaturan undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undang yang juga secara tegas juga menyatakan

iIndang-undang yang telah dicabut tidak dapat berlaku kembali.

a seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya
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tetapalah harus sesuai dengan koridor hukum acara dan kewenangan yang
dimiliki yang secara konstitusional diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan isu hukum komplesitas dari putusan Mahkamah
Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 inilah yang kemudian menimbulkan
pertanyaan besar terkait dengan tindakan Mahkamah Konstitusi yang
memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut apakah telah
sesuai dengan prinsip-prinisp konstitsui dan apakah sebenarnya yang
menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi sehingga
sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali undang-undang yang
telah dicabut oleh DPR. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat
penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-
Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-X1/2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip
konstitusionalisme di Indonesia?

2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi

untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-
Jndang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut oleh

DPR?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar

belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Apakah pemberlakuan kembali Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan
prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia.

2. Untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan
pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25
Tahun 1992 yang telah dicabut DPR ditinjau dari kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta
dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang
fokus pada bidang Hukum Tata Negara dan pihak-pihak lainnya. Oleh
karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu

pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Tata Negara di

Indonesia serta menjadi tambahan literatur kepustakaan yang berkaitan

jan pemberlakuan kembali undang-undang yang telah dicabut
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman
dan bahan hukum dalam kaitannya dengan pemberlakuan kembali UU
yang telah dicabut DPR serta memberikan masukan bagi penelitian-
penelitian hukum yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Murtadha Muthahhari
Judul Tulisan : Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong
Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor
28/PUU-X1/2013
Kategori : Skripsi
Tahun : 2022
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Apakah pemberlakuan
1. Bagaimana konstitusionalitas kembali  Undang-Undang
UU Nomor 17 Tahun 20127 No. 25 Tahun 1992 tentang
2. Bagaimana Implementasi Perkoperasian o sej_ala_n
A Kekeluargaan dan denggn - prinsip-prinsip
Sas 9 konstitusionalisme di
Gotong Royong dalam Tata Indonesia?
Kelola Perkoperasian di 2. Apakah dasar
Indonesia Pasca Putusan pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor Mahkamah Konstitusi untuk
28/PUU-X1/2013? sampai pada amar putusan
pemberlakuan kembali
Undang-Undang
Perkoperasian No. 25
Tahun 1992 yang telah
dicabut DPR?
fifPenelltlan: Penelitian Penelitian Normatif
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Bahwa UU No. 17 Tahun 2012
inkonstitusional karena telah berjiwa
liberal dan tidak sejalan dengan
makna  perkoperasian  disusun
sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan
sebagaimana makna dalam Pasal
33 UUD NRI 1945. Pertimbangan-
pertimbangan Mahkamah Konstitusi
menunjukkan bahwa UU ini telah
menyebabkan koperasi kehilangan
ruh atau jiwa Kkonstitusionalnya
sebagai entitas pelaku ekonomi
khas bagi bangsa yang berfilosofi
gotong royong.

Peraturan Mentri Koperasi Republik
Indonesia yang diterbitkan pasca
putusan MK secara keseluruhan
sudah memenuhi asas
kekeluargaan dan gotong royong.
Hal ini  ditunjukkan  dengan
pengutamaan  peran  anggota
sebagai satu kesatuan dalam
koperasi disetiap kegiatan dan
pengambilan keputusan didalam
koperasi.
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Nama Penulis : Lidya Gressella S

Judul Tulisan : Kedudukan Koperasi Pasca Dibatalkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Oleh
Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-X1/2013)

Kategori : Skripsi

Tahun : 2017

Perguruan Tinggi

: Universitas Medan Area

Uraian Penelitian Terdahulu

Rencana Penelitian

1.

Isu dan Permasalahan:

Bagaimana pengaturan
koperasi pra Undang-
Undang Nomor 17 Tahun
20127

Bagaimana pelaksanaan
Koperasi yang diatur menurut
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 20127

Bagimana Kedudukan
Koperasi pasca pembatalan
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 20127

2.

1.

Apakah pemberlakuan
kembali Undang-Undang
No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian sejalan
dengan prinsip-prinsip
konstitusionalisme di
Indonesia?

Apakah dasar

pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi untuk
sampai pada amar putusan

pemberlakuan kembali
Undang-Undang
Perkoperasian No. 25

Tahun 1992 vyang telah

dicabut DPR?

Metode Penelitian: Penelitian
Yuridis Normatif.

Tahun

nC
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Hasil dan Pembahasan:

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17

2012 menggantikan

Undangi-Undang Nomor 25 Tahun

dinilai memiliki beberapa
han dan mewarisi tradisi
arasian kolonial. Salah satu
ya adalah semangat

Penelitian Normatif
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Koperasi dihilangkan,
kemandiriaanya dan
disubordinasikan dibawah
kepentingan kapitalisme maupun
Negara. Campur tangan pemerintah
dan kepentingan pemilik modal
besar sangat terbuka dalam
Undang-Undang ini.

Berdasarkan surat edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor
169/SE/Dep.1/VI/2014 menyatakan
koperasi yang berdiri berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian tetap
sah secara hukum, tetapi harus
menyesuaikan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangganya sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.
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Nama Penulis

: Lia Riesta Dewi

Judul Tulisan

. Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum
Pemberlakuan Undang-Undang yang telah
Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
Konstitusi Republik Indonesia.

Pasca

Putusan Mahkamah

Kategori - Jurnal
Tahun : 2020
Jurnal/Artikel : Jurnal Hukum dan Keadilan

Uraian Penelitian Terdahulu

Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan:
1. Bagaimanakah

kedudukan
hukum Undang-Undang yang
telah dicabut Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia pasca putusan
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia?

Bagaimanakah peran Dewan
Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dalam
melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia?

2.

1.

Apakah pemberlakuan
kembali Undang-Undang
No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian sejalan
dengan prinsip-prinsip
konstitusionalisme di
Indonesia?

Apakah dasar

pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi untuk
sampai pada amar putusan

pemberlakuan kembali
Undang-Undang
Perkoperasian No. 25

Tahun 1992 vyang telah

dicabut DPR?

Metode Penelitian: Penelitian
Normatif
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Kedudukan
undang-undang yang telah dicabut
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pasca putusan
b~ mah

Hasil dan Pembahasan:

hukum  berlakunya

Konstitusi  Republik
sia. tidak  bertentangan
| Lampiran Il huruf C angka
'ndang-Undang Nomor 12

Penelitian Normatif

17



Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
dikarenakan hal tersebut untuk
menghindari kekosongan hukum
dan dasar hukum yang dijadikan
pedoman oleh Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara
adalah Undang-Undang Dasar
bukan Undang-Undang.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Norma
1. Norma Hukum

Norma secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu “norm” atau
dalam Bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah “kaidah”, sedangkan
dalam Bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah pedoman,
patokan, atau aturan.® Kaidah ataupun norma diartikan sebagai siku-
siku yang secara prinsip mempunyai dua fungsi utama yakni:

a. Digunakan sebagai alat pembatu untuk mengkonstruksi sudut

90 derajat; dan

b. Digunakan sebagai alat untuk memeriksa apakah sudut yang

telah ada telah sesuai dan betul-betul sudah 90 derajat.

Dari kedua fungsi tersebut dapat dilihat bahwasanya norma
ataupun kaidah itu digunakan sebagai alat untuk mengukur dan
mematok bagaimana seseorang itu harus bertindak dan bertingkah laku
dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Purnardi Purbacaraka
dalam bukunya Periahal Kaidah Hukum juga mengungkapkan
bahwasanya kaidah adalah patokan, ukuran ataupun pedoman untuk

berperlaku, bertindak dan bersikap dalam kehidupan masyarakat.

Aaria Farida Indrati S., 2020, llmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan
atan, Yogyajarta: PT Kanasius, him.18.

soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, Perihal Kaidah Hukum,
PT. Citra Aditya Bakti, him. 6.
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Norma secara garis besar dapat dikategorikan kedalam dua bentuk
yakni norma etika yang meliputi norma agama, norma kesusilaan dan
norma kesopanan dan yang kedua adalah norma hukum itu sendiri.*®
Hal esensial yang membedakan antara norma hukum dan norma-
norma lainnya adalah bahwasanya norma hukum berasal dari
masyarakat sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap norma
hukum itu sendiri maka akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas
dari masyarakat secara resmi yang biasanya dilakukan melalui institusi
negara. Sanksi yang disebabkan karena pelanggaran norma hukum ini
secara konsekuensi akan menyebabkan ketidakseimbangan pada
tatanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan tatanan
masyarakat yang tidak seimbang itu sebagai akibat dari pelanggaran
hukum, maka diperlukan adanya suatu sanksi hukum.®

Walaupun pada dasarnya suatu norma yang mengatur tingkah laku
manusia telah ada norma etika yang meliputi norma agama, norma
kesusilaan dan norma kesopanan seperti yang telah dijelaskan di atas,
namun norma hukum itu sendiri masih diperlukan dan sangat penting
bagi masyarakat yang setidaknya menurut Rosjidi Ranggawidajaja

bahwasanya norma hukum itu masih diperlukan karena:!’

15 Bytera Astomo, 2018, llmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia,
jawali Pers, him. 133.
‘ainal Arifin Mochtar dan Addy O.S Hiariej, 2023, Dasar-Dasar limu Hukum:
1i Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Depok: PT RajaGrafindo Persada,

tosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar llmu Perundang-undangan Indonesia,
Mandar Maju, him. 23 — 24.
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1. Ketiga norma etika (agama, kesopanan dan kesusilaan) tidak
mampu mengakomodir seluruh kepentingan atau tata tertib
yang ada di masyarakat;

2. Sakni-sanksi yang ada pada norma etika hanya bersifat psikis
dan abstrak, sedangkan sanksi terhadap norma hukum lebih
bersifat fisik dan nyata;

3. Sifat khusus yang dimiliki oleh norma hukum yang bersifat
imperatif atau memaksa dengan mana masyarakat harus
tunduk pada norma hukum itu sendiri yang berbeda dengan
norma etika yang tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Dengan suatu norma hukum mengatur terkait dengan tata cara
bertingkah laku seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap
lingkungannya maka dengan itu norma baru ada ketika terdapat lebih
dari satu orang atau dengan kata lain norma baru dapat ditemukan
dalam suatu pergaulan hidup masyarakat. Norma hukum lahir
berdasarkan buah pikiran antara mana yang baik mana yang buruk,
mana yang benar mana yang salah, mana yang diterima dan tidak
diterima oleh masyarakat. Buah pemikaran yang abstrak tersebut yang
kemudian membentuk nilai-nilai dan asas-asas yang dikristalisasi
dalam bentuk norma ataupun kaidah hukum.'® Pengejawantahan dari
norma atau kaidah hukum ini yang kemudian dituangkan kedalam

turan hukum konkret.

ainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Loc. Cit.
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Kaidah hukum yang konkret ini sebagaimana Jurgen Habermas
seorang filsuf dari Jerman sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin
Mochtar dalam tulisannya mengungkapkan bahwasanya kaidah hukum
dianggap sebagai mediasi sosial ataupun penyelesaian konflik antara
norma dan fakta, yang karena kaidah hukum ini dikonkretkan dalam
hukum positif dibutuhkan dalam tiga hal.'® Pertama, kaidah hukum
digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam
masyarakat yang modern dan plural. Kedua, kaidah hukum digunakan
sebagai sacret canopy dari kebiasaan-kebiasaan dalam kaidah agama.
Ketiga, kaidah hukum untuk mengatur berbagai kehidupan
bermasyarakat yang meliputi berbagai bidang seperti ekonomi,
pendidikan dan politik.2°

Untuk membedakan kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial
lainnya, maka terdapat kaidah yang inhern pada setiap perumusan,
yaitu:2

1. Bersifat Imperatif, atau hukum yang bersifat memaksa yang

dalam keadaan tertentu tidak dapat dikesampingkan
keberlakuannya bersifat perintah dan larangan.

2. Bersifat fakultatif, atau hukum yang bersifat mengatur atau

yang dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan

keberlakuannya bersifat izin dan dispensasi.

id, him. 10.
)id.
wansyah, 2020, Kajian lImu Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, him. 51.
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Pada umumnya setiap pembuatan ataupun perumusan dari suatu

isi norma hukum berdasar dan bersandar dari 4 (empat) kategori,

yaitu:??

1.

Perintah (gebod), adalah suatu bentuk kewajiban umum untuk
melakukan sesuatu perbuatan.

Larangan (verbod), adalah suatu bentuk kewajiban umum
untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Izin (toestemming), adalah suatu bentuk kebolehan khusus
untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang.
Dispensasi (vrijstelling), adalah suatu bentuk kebolehan khusus
untuk tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya

diperintahkan.

Pada literatur lain ada juga yang mengungkapkan isi ataupun

rumusan dalam suatu norma hukum itu hanya memuat 3 (tiga) kategori

utama, yakni:?3

1.

Perintah, yang biasanya berisi suruhan untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu yang itu sifatnya adalah suatu
bentuk keharusan.

Larangan, yang biasanya berisi larangan untuk melakukan

suatu perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu.

)id. him. 50.

ainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., him. 17.
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3. Perkenaan atau kebolehan, yang biasanya berisi peraturan

hukum yang boleh diikuti atau tidak diikuti.

Namun terlepas daripada perbedaan itu, penulis tetap
beranggapan bahwasanya rumusan norma hukum itu dapat memuat
norma yang sifatnya adalah perintah, larangan, dan kebolehan.
Pengecualian daripada norma hukum yang berisi perintah akan
melahirkan yang namanya dispensasi sedangkan pengeculian
daripada norma hukum yang berisi larangan adalah berupa izin. Hal
inipun juga sejatinya telah sejalan dengan asas hukum yakni no law
without exeption atau tidak ada hukum tanpa pengecualian dan asas ini
berlaku secara universal.?

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau yang biasa
dikenal dengan istilah rechtstaat mencakup 4 (empat) elemen penting,
yakni:?® a) perlindungan hak asasi manusia; b) pembagian kekuasaan;
c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan d) peradilan tata
usaha negara. Dalam karangka hukum positif di Indonesia,
pengejawantahan daripada norma hukum yang dituangkan kedalam
bentuk peraaturan hukum konkret sangatlah berkaitan erat dengan
produk peraturan perundang-undangan. Produk peraturan perundang-

undangan ini jika ditelaah secara teoritik ada beberapa teori yang

\chmad Ruslan, 2021, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan
g-Undangan di Indonesia (Cetakan Ketiga), Tanggerang: Rangkang Education,

wansyah, Op. Cit., him. 185.
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melandasi terbentuknya hierarki peraturan perundang-undangan

diantaranya:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Hans Kelsen (Stufenbau des Recht)

Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang dan
berlapis-lapis dalam susunan hierarki, sehingga norma yang di
bawah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,
norma yang lebih tinggi tingkatannya bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga berhenti
pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm,
basicnorm, fundamental norm).26 Dimana kaidah ataupun norma
dasar ini tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis
dan fiktif.?” Maria Farida juga menyatakan bahwa norma dasar itu
ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar
yang dijadikan sebagai gantungan bagi norma-norma yang di
bawahnya atau biasa diistilahkan sebagai supposed.28 Oleh karena
itu, norma hukum masuk dalam sistem norma hukum yang sifatnya
adalah dinamis karena norma hukum itu selalu dibentuk dan
dihapus oleh otoritas atau lembaga yang berwenang
membentuknya.

Hans Kelsen membedakan 2 (dua) jenis substansi norma

dasar, yakni sistem norma statis (the static system of norm) dan

utera Astomo, Op. Clt., him.134.
wansyah, Op. Cit., him. 55.
laria Farida Indrati., Op. Cit., him. 41.
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sistem norma dinamik (the dinamic system of norm).2® Sistem
norma statis meninjau dari segi substansi atau materi muatannya.
Substansi menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung
menjamin validitasnya. Sedangkan, sistem norma dinamis adalah
sistem yang meninjau suatu norma yang pembentukannya sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi. Norma
dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang
dilahirkan oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma
tersebut dan tentu norma tersebut bersumber dari norma yang lebih
tinggi.3° Hakikat dari teori stufenbautheorie atau teori jenjang norma
hukum dari Hans Kelsen adalah meninjau hukum sebagai suatu
sistem yang terdiri dari susunan norma yang membentuk
piramida.3!
b. Hans Nawiasky (Die Stufenordnung der Rechstnormen)
Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen
mengembangkan tentang teori gurunya tentang teori jenjang norma
dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky
mengungkapkan bahwasanya suatu norma hukum dari negara
manapun pasti berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, tetapi norma

hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.3?2 Hans

chmad Ruslan, Op. Cit., hal 50.

)id.

\i'matul Huda, 2017, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,
Nusa Media, him. 26.

laria Farida Indrati S., Op. Clt. him. 44.
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Nawiasky mengelompokkan norma-norma itu kedalam 4 (empat)
kelompok besar, yaitu:3?
1) Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
2) Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok
Negara);
3) Formellgesetz (Undang-Undang Formal);
4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana &
Aturan Otonom).
Hans Nawiasky mengemukakan bahwa hakikat
staatsfundamentalnorm adalah syarat berlakunya sebuah
konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka seharusnya dia ada
sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.3*
Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma secara lebih
khusus, yaitu berhubungan dengan konsep negara. Menurut
Nawiasky, pengertian grundnorm memiliki kecenderungan tidak
berubah atau bersifat tetap, sedangkan dalam suatu negara, Norma
Fundamental Negara dapat berubah sewaktu-waktu.3®
2. Keberlakuan Norma Hukum

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya
merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum, di samping
penerapan, penegakan, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri.
Pembangunan hukum hanya dapat dilaksanakan secara baik dan

sebagaimana mestinya jika pembangunan hukum itu dilaksanakan

wra menyeluruh yang mencakupi substansi hukum, kelembagaan

)id, him. 44 — 45,
)id, him. 48.
)id, him. 50.
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hukum, dan budaya hukum serta diiringi dengan penegakan hukum
secara tegas, konsisten, dengan tetap memegang tinggi hak asasi
manusia.3® Sehingga akan mampu menerapakan fungsi hukum sebagai
sarana pembaruan dan pembangunan serta sebagai alat penyelesaian
masalah dalam lingkup masyarakat.

Kaidah hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur ketertiban
dan keteraturan individu dan masyarakat dalam interaksinya dengan
individu dan juga masyarakat yang lain. Roscoe Pound
mengungkapkan bahwa hukum harus dilihat sebagai aturan atau
seperangkat aturan tingkah laku manusia yang ditetapkan kekuasaan
yang bersifat ilahi dan juga hukum harus dilihat sebagai seperangkat
perjanjian atau kesepakan yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu
masyarakat yang diorganisasi secara politis.3’

Setiap kaidah hukum yang akan diberlakukan setelah ditetapkan,
paling tidak memperhatikan 4 (empat) hal utama terkait ruang lingkup
keberlakuan setiap kaidah hukum, yang terdiri dari:3®

a. Temporal sphere, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum

berdasarkan waktu (kapan dimulainya dan berakhirnya suatu
kadiah hukum, apakah keberlakuannya bersifat sementara

waktu atau berlakunya tanpa batasan waktu).

utera Astomo, Op.Cit., him. 71.
‘eter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, him.

wansyah, Op. Cit., him. 52.
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b. Territorial sphere, yaitu ruang lingkup berlakunya menurut
wilayah (apakah daya keberlakuannya berlaku untuk semua
wilayah atau hanya untuk daerah tertentu saja).

c. Material sphere, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum
dilihat dari materi ataupun substansi yang diatur (apakah
substansi yang mengatur mecakup segala hal ataukah hanya
sebatas hal tertentu saja).

d. Personal sphere, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum
berdasarkan subjek yang diatur (apakah keberlakuannya
berlaku secara umum atau universal ke setiap orang atau
hanya pada orang tertentu saja).

Setiap kaidah hukum yang akan berlaku dalam konteks hukum
positif di Indonesia haruslah disertai dan didukung oleh landasan
pemikiran atau keberlakuan daripada kaidah hukum itu sendiri. Menurut
Prof. Irwansyah dalam bukunya Kajian llImu Hukum minimal terdapat 3
(tiga) keberlakuan ataupun landasan pemikiran, yaitu keberlakuan
secara filosofis, keberlakuan secara yuridis, dan keberlakuan secara
sosiologis dan ini dapat didukung dengan keberlakuan-keberlakuan

lainnya.3®

)id, him. 55.
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1) Keberlakuan Secara Filosofis (Filosofische Geltung)

Landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah bersumber dari Pancasila.*°
Pancasila dipandang sebagai dasar dan ideologi negara haruslah
dijadikan sebagai paradigma (karangka berpikir, sumber nilai, dan
orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua
usaha pembaharuannya.*! Perlunya paradigma keberlakuan
hukum berdasarkan Pancasila ini harus dipandang bahwa setiap
produk hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang harus
berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dasar yang termuat di dalam
lima sila Pancasila dan juga pembukaan UUD NRI 1945 yang
mencakup juga tujuan negara di dalamnya. Setidaknya 4 (empat)
nilai dasar ini harus terpancar dalam setiap pembuatan hukum dan
cita hukum Indonesia, yakni:*? 1) melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia; 2) harus dibuat sebagai upaya
untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3) hukum yang dibuat haruslah memiliki nilai dan melalui tahapan
yang demokratis; 4) hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan
dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia

memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan

utera Astomo, Op. Cit., him. 74.
)id.
)id, him. 74 — 75.
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berbangsa dan bernegara sejatinya akan memberikan koherensi,
arah, dan juga tindakan. Sehingga seyogianya [Imu hukum ataupun
hukum positif harus selalu berdasar dan bersandar pada cita hukum
tersebut yakni Pancasila. Kaidah hukum selalu mengandung
norma-norma hukum yang diidealkan (idea norms) atau sesuai
dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif tertinggi,
jadi kaidah hukum pada dasarnya tidak boleh sama sekali
bertentangan dengan cita-cita leluhur dan ideologi yang dimiliki oleh
masyarakat dan suatu negara.*® Tanpa kekuatan berlaku secara
filosofis tujuan dari keberlakuan hukum hanya akan menjadi
keinginan fiktif semata.

Keberlakuan Pancasila dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 2
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan bahwa “Pancasila merupakan sumber
segala sumber hukum negara”.** Artinya bahwa Pancasila
merupakan pedoman tertinggi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan itu
dapat tetap sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dan terkandung

di dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

wansyah, Op. Cit., him. 56.
Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
g-Undangan.
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2) Keberlakuan Secara Yuridis (Juristische Geltung)

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah ketentuan hukum yang menjadi
dasar pembentukan suatu aturan hukum. Landasan yuridis dapat
dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:*®> 1) landasan yuridis dari segi
formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi
lembaga untuk membuat peraturan tertentu; 2) landasan yuridis
dari segi material, yaitu landasan yuridis yang dilihat dari segi isi
ataupun substansi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal
tertentu; 3) landasan yuridis dari segi teknis, yaitu landasan yuridis
yang memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk
membuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Secara yuridis, suatu kaidah hukum dikatakan berlaku apabila
kaidah hukum itu sendiri memang ditetapkan sebagai kaidah
hukum berdasarkan kaidah hukum lain yang lebih tinggi
sebagaimana pendapat Hans Kelsen dalam teorinya stuffenbau
theorie des recht.*® Artinya bahwa setiap peraturan perundang-
undangan mensyaratkan validitas suatu norma pada aturan norma

lain yang lebih tinggi. Hubungan antar norma yang mengatur

utera Astomo, Op. Cit., him. 78
wansyah, Op. Cit., him. 55
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pembentukan suatu norma yang lain dapat dipandang sebagai
suatu hubungan super dan sub-ordinasi.*’” Suatu norma yang
menentukan pembentukan norma yang lain pada dasarnya adalah
norma yang sifatnya superior, sedangkan norma yang tercipta dari
norma hukum yang superior ini yang kemudian dikenal dengan
istilah norma yang inferior.48

3) Keberlakuan Secara Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan sosial dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan
partisipasi masyarakat dalam pembentukannya dan akan sangat
dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat itu sendiri.*° Partisipasi
masyarakat dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh otoritas yang berwenang sebagai
konsekuensi bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk
masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik
secara individual maupun secara komunal yang berada di luar
jabatan publik. Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ialah
kekuatan-kekuatan masyarakat yang meliputi: pers, tokoh

masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, perguruan

chmad Ruslan, Op. Cit., him. 138.
id, him. 138 — 139.
utera Astomo, Op. Cit., hal 79.
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tinggi, dan juga kekuatan-kekuatan masyarakat lain yang tidak
mendapatkan wakilnya di parlemen.’® Kekuatan-kekuatan
infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya
terhadap berbagai keputusan publik yang akan dikeluarkan melalui
kebijakan-kebijakan undang-undang.5! Keberlakuan kaidah hukum
secara sosiologis dimaksudkan bahwa setiap kaidah hukum yang
berlaku dalam hukum positif di Indonesia harus sesuai dengan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang juga merupakan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan kaidah hukum
itu sendiri. Tanpa adanya dasar keberlakuan secara sosiologis ini,
suatu kaidah hukum hanya akan bernilai semantik dan akan
menjadi alat penguasa untuk menindas masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa terdapat 2
(dua) jenis kekuatan berlakunya suatu kaidah hukum itu di
masyarakat berdasarkan 2 (dua) teori:>? 1) menurut teori kekuatan,
hukum itu memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis jika
dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa, terlepas diterima atau
tidaknya oleh masyarakat; 2) menurut teori pengakuan, hukum itu
mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis, jika diterima dan
diakui oleh masyarakat sebagai komponen yang akan terkena

dampaknya.

id, him. 81.
)id.
wansyah, Op. Cit., him. 56.
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4) Keberlakuan Secara Politis

Landasan politik merupakan garis kebijaksanaan politik yang
menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam
pengarahan ketatalaksanaan pemerintah suatu negara.®>® Proses
pembentukan suatu kaidah hukum yang dasarnya adalah
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dengan mana orang-
orang yang berada di dalam lembaga yang berwenang tersebut
dihasilakan dari proses politik, menunjukkan bahwa perlunya
keberlakuan yang bersifat politis, dengan maksud bahwa produk
hukum tetaplah senantiasa membutuhkan pertimbangan dan
dukungan politik.>*
5) Keberlakuan Secara Ekonomis

Keberlakuan secara ekonomis ini didasarkan pada konsep
disentralisasi kewenangan yang menghendaki adanya daerah
otonom atas dasar asas otonomi daerah. Daerah otonom
dimungkinkan untuk menghasilkan produk-produk hukum untuk
merespon perkembangan dan kebutuhan masing-masing daerah.>®
Hal ini mendorong setiap daerah otonom untuk menghasilkan
produk-produk hukum yang materi muatannya biasa berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat yang mencakup kepentingan

ekonomi setiap daerah. Sehingga produk hukum yang dihasilkan

utera Astomo, Loc. Cit.
wansyah, Loc. Cit.
id.
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memerlukan pertimbangan ekonomi seperti perlu adanya

pertimbangan aturan investasi, penyusunan kontrak, pengelolaan

SDA dan SDM, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi

lainnya.>®
3. Undang-Undang Sebagai Norma Hukum

Undang-undang sebagai nhorma hukum ini menurut Hans Nawiasky
dalam teorinya yang dikenal dengan theorie von stufenbau der
rechtsordnung menempatkan undang-undang sebagai posisi ketiga
dari teori jenjang normanya setelah staatsfundamentalnorm (norma
fundamental negara) dan staatsgrundgesetz (aturan dasar negara)
yang disebutkannya sebagai formellgesetz (undang-undang formal).
Berangkat dari teori ini, A. Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa
formellgesetz dalam konteks hukum positif di Indonesia diartikan
sebagai undang-undang.5’

Undang-undang dibentuk guna merumuskan aturan-aturan hukum
negara secara lebih konkret dan terperinci dan sudah langsung
diberlakukan mengikat warga negara dan sudah dapat memuat sanksi
hukum.%® Di Indonesia hanya undang-undang yang dapat berposisi baik
sebagai aturan formal maupun sebagai aturan material karena undang-

undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibuat atas dasar

id, him. 57.

utera Astomo, Op. Cit. him. 137.

ziz Syamsuddin, 2014, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (edisi
Sinar Grafika, him. 25.
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persetujuan antara DPR dan Presiden sebagai peraturan yang
mengikat umum.>°
Kriteria substantif materi yang harus termuat dan diatur dengan
undang-undang dapat dilihat pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
menyatakan:
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang
berisi:60
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang;
Cc. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/ atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Sementara materi muatan daripada Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-Undang dalam Pasal 11 undang-undang ini pada
intinya mengatakan bahwa materi muatan peratuan pemerintah
pengganti undang-undang sama dengan undang-undang.
B. Paham Konstitusionalisme
1. Pengertian
Konstitusionalisme merupakan ide atau gagasan bahwa
pemerintah merupakan  suatu  kumpulan kegiatan  yang

diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi terdapat beberapa

pembatasan yang diharapkan dapat menjamin kekuasaan yang

id, him. 26.
Indang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan
g-Undangan Pasal 10 ayat (1).
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diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka
yang memiliki otoritas.®? Upaya pembatasan kekuasaan yang biasa
dilakukan dalam sebuah negara adalah dengan jalan membagi
kekuasaan itu sendiri. Dengan jalan membagi kekuasaan maka
konstitualisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan efektif
atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintahan konstitusional atau yang bisa dikenal dengan istilah
Constitutional Government atau konstitusionalisme tidak hanya sebatas
pada pemerintahan negara yang berkonstitusi atau pemerintahan yang
memiliki undang-undang dasar, tetapi pemerintahan yang
kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan bertanggung jawab kepada
rakyat.?

Menurut M. Laica Marzuki yang dikutip oleh Luthfi Widagdo
Eddyono dalam bukunya Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia
juga menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah paham yang
didasarkan pada konstitusi dan UUD, dimana kekuasaan publik dalam
negara terikat dan dibatasi oleh konstitusi yang dijunjung tinggi.®® Inti
dari paham konstitusionalisme adalah bahwa setiap kekuasaan publik
harus mempunyai batas kewenangan. Sebagai upaya agar terjadinya

pembatasan kekuasaan maka hadirlah sebuah konstitusi yang di

luruddin Hady, 2016, Teori Konstitusi dan Negara Demokraasi, Malang: Setara
1. 46.

)id.

uthfi Widagdo Eddyono, 2020, Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia,
jjawali Pers, him. 10.
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dalamnya diatur kelembagaan publik serta batas-batas kewenangan
yang dimiliki setiap lembaga. Di dalam konstitusi ditentukan
kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan antar
lembaga negara secara horizontal, mapun secara vertikal yang
berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang akan berdampak
kepada masyarakat. Sebagaimana prinsip negara hukum bahwa setiap
penggunaan kewenangan harus mempunyai dasar legalitas. Konstitusi,
selain menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu
fungsi konstitusionalisme , tetapi juga untuk memberikan legitimasi
kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.%
Sehingga, sebuah konstitusi yang komperhensif seharusnya
menyediakan mekanisme kontrol atau check and balances agar setiap
penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada
posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Dalam hal pembatasan kekuasaan ini, maka setidaknya ada
beberapa ciri negara hukum klasik, yakni:®°

a. Adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang

mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
b. Adanya pembagiaan kekuasaan yang dapat menjamin
kemerdekaan kekuasaan kehakiman;

c. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah.

id, him. 11.
luruddin Hady, Op.Cit., him. 47.
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Ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas jelas menghendaki adanya
pembatasan atas kekuasaan pemerintah dalam negara yang
pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.

2. Implementasi Muatan Konstitusionalisme

Paham konstitusionalisme atau yang dalam beberapa literatur
disebut sebagai demokrasi konstitusional pada dasarnya merupakan
sebuah pemikiran di mana setiap kekuasaan negara/ publik diharuskan
terjadi pembatasan kewenangan, baik kewenangan antar lembaga
negara secara horizontal maupun secara vertikal yang tentu berkaitan
dengan penggunaan kewenangan yang akan berdampak langsung
kepada masyarakat, dan batasan-batasan atas kewenangan tersebut
harus tergambar pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang
merupakan manifestasi dari hukum tertinggi dalam sebuah negara.
Adanya pembatasan kekuasaan tersebut pada dasarnya dilakukan
sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terjadi
proses check and balances dalam setiap penyimpangan penggunaan
kewenagan dapat dikembalikan sebagai mana mestinya yang tentu
harus sesuai dengan konstitusi.

Menurut Nuruddin Hady dalam bukunya Teori Konstitusi & Negara
Demokrasi bahwa Implementasi atas muatan konstitusionalisme harus

melahirkan pemerintahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:%®

id, him. 50.
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1. Kekuasaan publik hanya dapar dilegitimasi menurut ketentuan
konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan)
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip “universal abd a quell
suffrage” yang disertai dengan pengangkatan pejabat eksekutif
melalui pemilihan yang demokratis.

2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disertai batas-
batas wewenang masing-masing pemegang kekuasaan.

3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dapat menegakkan
hukum dan keadilan terhadap rakyat maupun terhadap
penguasa .

4. Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk
mengatur dan menegakkan hukum serta menghormati hak-hak
rakyat.

5. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga dapat dapat dilihat bahwa dasar yang paling kokoh dari
sebuah negara yang konstitusional haruslah bedasar dan bersandaar
pada konstitusinya. Konstitusi yang kokoh adalah konstitusi yang jelas
paham konstitusinya yang secara jelas mengatur terkait dengan
batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudisial secara setara dan saling mengawasi serta
memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya tergadap Hak

s5i Manusia (HAM).
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3. Konsensus Tegaknya Konstitusionalisme

Jimly Asshiddigie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme
di Indonesia mengungkapkan bahwasanya konsensus yang menjamin
tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya
dipahami berdasar pada beberapa elemen kesepakatan, yaitu:®’

1. Kesepakatan atas tujuan atau cita-cita bersama (the general
goals of society or general acceptance of the same philosophy
of government).

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan
pemerintah atau penyelenggara negara (the bass of
government).

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur
ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).

Kesepakatan yang pertama, yaitu berkaitan dengan cita-cita

bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusi dan
konstitusionalisme di sebuah negara. Karena pada dasarnya cita-cita
bersama itulah yang secara abstraksi paling mencerminkan kesamaan
kepentingan di antara sesama warga masyarakat di tengah pluralisme
yang terjadi. Sehingga, untuk menjamin kebersamaan dalam karangka
hidup masyarakat yang majemuk, maka diperlukan sebuah perumusan
tentang tujuan atau cita-cita bersama atau yang biasa dikenal dengan

h falsasah kenegaraan. Dalam konteks di Indonesia ini, dasar-

imly Asshiddigie, Op.Cit., him. 21.
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dasar falsafah yang dimaksudkan itu adalah Pancasila yang berisikan
5 (lima) sila yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia.

Kelima sila Pancasila tersebutlah yang kemudian digunakan
sebagai dasar filosofis-ideologis untuk meweujudkan empat tujuan
ideal bernegara, yaitu:%® (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, (i) meningkatkan kesejahteraan
umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut
melaksanakan  ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan yang kedua, pada intinya adalah kesepakatan bahwa
basis pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Hal
yang sangat prinsipil dari sebuah negara hukum adalah perlu adanya
sebuah kesepakatan atau keyakinan bahwa apapun yang hendak
dilakukan dalam konsteks penyelenggaraan negara haruslah
bersandar pada aturan hukum dan konstitusi yang telah disepakati
bersama. Bahkan di beberapa literatur disebutkan bahwa dalam
sebuah negara hukum, hukumlah yang sesungguhnya memerintah
atau memimpin, bukan manusia atau orang. Sehingga dengan kata lain,

Im harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang ujung

)id, him. 22.
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puncaknya terdapat pemahaman mengenai hukum dasar yang tidak
lain adalah konstitusi.

Berangkat dari hal tersebutlah kita mengenal adanya istilah
constitusional state yang merupakan salah satu ciri penting negara
demokrasi modern. Tanpa adanya kepatuhan pada konstitusi sebagai
hukum tertinggi, konstitusi akan menjadi tidak berguna dan hanya
dipandang sekedar kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik
dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.®°

Kesepakatan ketiga, adalah berkaitan dengan bangunan organ
negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya,
hubungan-hubungan antar organ tersubut, serta hubungan antar organ
itu sendiri dengan warga masyarakat. Dengan adanya kesepakat-
kesepakat tersebut, maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan
karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkaitan
dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang
hendak dikembangkan dalam karangka kehidupan negara yang
berkonstitusi.

Keseluruhan kesepakatan di atas, pada intinya berkait dengan
prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya,
prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut
prinsip pembatasan kekuasaan atau yang bisa disebut sebagai prinsip

2d government. Sehingga, prinsip dasar dari konstitusionalisme

1. 23.
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mengatur dua hal yakni hubungan antar pemerintah dan warga
negaranya dan juga hubungan antar setiap lembaga negara yang satu
dengan lembaga negara yang lainnya.
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
1. Pengertian
“Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya
disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”7°
Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak dijelaskan
pengertian secara konkret terkait dengan pendefinisian dari DPR itu
sendiri. Namun menurut KBBI, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan
lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat,
terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui pemilihan umum.’* Artinya bahwa DPR merupakan sebuah
lembaga perwakilan rakyat yang kewenangannya diberikan langsung
oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945.
2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPR
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, DPR

mengalami perubahan dari yang awalnya fungsi legislasi berada di

Jndang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
arwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
ihwa Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 1 angka 2.

adan Pengembangan dan Bahasa, 2016, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan,
Teknologi.
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tangan Presiden beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).”?
Pergeseran ini dapat dilihat secara substansial antara UUD pasca
perubahan dan sebelum perubahan, dimana pada UUD sebelum
perubahan Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR sedangkan pasca perubahan UUD
presiden hanya diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-
undang kepada DPR dan yang memegang kekuasaan membentuk UU
adalah DPR selaku lembaga legislasi.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, DPR merupakan
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga
negara, yang memiliki 3 (tiga fungsi): (1) fungsi legislasi yaitu fungsi
untuk membentuk suatu undang-undang yang dibahas bersama
dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; (2) fungsi
anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBN
bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; dan (3)
fungsi pengawasan, vyaitu fungsi untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, undang-undang, dan peraturan
pelaksananya.”® Berdasarkan Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2003 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyetakan

“itik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
len UUD 1945, Jakarta: Kencana, him. 191.
id, him. 193.
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bahwa “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.”’*

Dalam tugas dan kewenangan dari DPR yang sangat dominan,
DPR berwenang untuk; (1) DPR mempunyai kekuasaan untuk
membentuk undang-undang; (2) setiap RUU dibahas oleh DPR dan
presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika RUU itu tidak
mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan RUU
yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU, dan (5) dalam hal RUU
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden
dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib diundangkan.”

Selain berkaitan dengan proses legislasi, DPR juga berwenang
memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan yang meliputi: (1)
menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara
lain;”® (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara;’”’ (3) menetapkan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;’® (4)

74 Jndang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
arwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
ihwa Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 24.

Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20.

ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1).
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2).
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (2).
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pengangkatan Hakim Agung;’® (5) pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial;2° Agenda kenegaraan lain yang memerlukan
pertimbangan DPR vyaitu: (1) pengangkatan Duta;®' (2) menerima
penempatan duta negara lain;®? (3) pemberian amnesti dan abolisi.®?
Tidak hanya itu, kewenangan DPR diperkompleks dengan adanya
kewenangan untuk memilih dan menentukan beberapa jabatan
strategis kenegaraan, seperti:® (1) memilih anggota Badan Pemeriksa
Keungan (BPK);®> dan (2) menentukan 3 dari Sembilan hakim
konstitusi.8®
3. Pencabutan Undang-Undang Oleh DPR

Terkait dengan pencabutan peraturan perundang-undangan yang
dalam hal ini adalah terkait dengan pencabutan undang-undang pada
dasarnya adalah menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden itu
sendiri jika dalam hal undang-undang yang dicabut haruslah dicabut
dengan aturan yang setingkat. Pada dasarnya jika ada undang-undang
lama yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan diganti dengan undang-

undang yang baru, undang-undang yang baru harus secara tegas

79 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat

@).
3).

80 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat

81 1Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2).
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2).
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2).
itik Triwulan Tutik, Op. Cit, him. 194.

Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F ayat

Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.
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mencabut undang-undang yang sudah tidak dibutuhkan itu.8” Jika
materi muatan daripada suatu undang-undang yang baru
menyebabkan perlunya penggantian sebagian atau seluruhnya dari
undang-undang yang lama, maka di dalam undang-undang yang baru
harus secara tegas juga menyebutkan bahwa terdapat pencabutan
sebagian atau seluruhnya undang-undang lama tersebut.

Undang-undang hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-
undangan yang setingkat baik berupa undang-undang ataupun
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tergantung pada
konteks apa kemudian undang-undang tersebut harus dicabut. Selain
itu, peraturan perundang-undang juga dapat dicabut oleh peraturan
perundang-undang yang lebih tinggi. Pencabutan melalui peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dapat dilakukan
denganmana, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau
sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
yang dicabut itu.88

Dalam hal undang-undang baru mengatur kembali suatu materi
yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan undang-
undang itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup

dari undang-undang yang baru, dengan menggunakan rumusan

ziz Syamsuddin, Op. Cit., him. 124.
Jndang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Il Huruf C Angka 224.
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dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.®® Pencabutan undang-undang
yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan
dengan peraturan tersendiri dengan digunakan rumusan ditarik kembali
dan dinyatakan tidak berlaku.®®

Pencabutan undang-undang yang mengakibatkan perubahan
dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait tidak mengubah undang-undang atau peraturan
perundang-undang terkait tersebut kecuali ditentukan lain secara
tegas.® Kemudian pada Lampiran Il Huruf ¢ Angka 229 Undang-
Undang 12 tahun 2011 juga secara tegas menyatakan bahwa peraturan
perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak
berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di
kemudian hari harus dicabut pula.®? Artinya, ketika suatu undang-
undang telah dicabut oleh DPR bersama Presiden melalui undang-
undang, undang-undang yang telah dicabut tersebut sejatinya sudah
tidak dapat diberlakukan kembali.

D. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian

Ide ataupun gagasan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)

merupakan trobosan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pada

ziz Syamsuddin, Loc. Cit.

)id.

id., him. 125.

Jndang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Il Huruf C Angka 229.
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amandemen konstitusi tahun 2001, gagasan pembentukan MK
mendapatkan respon yang baik dari masyarakat yang kemudian di
konkretisasi kedalam bentuk norma konstitusi. Hadirnya MK ini berawal
dari ide pengujian undang-undang di bawah undang-undang yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan istilah yang dikenal
dengan konsep judicial review. Sehingga rumusan atas gagasan ini
yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C
UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga dan menjadi jawaban atas
pertanyaan “bagaimana dan lembaga apa yang akan menguiji
konstitusionalitas” suatu undang-undang.®® Paradigma ini tidak lepas
dari cara pandang Kelsenian, yang memberikan penekanan pada
argumentasi hukum positivis, di mana norma hukum itu sangat penting
bagi suatu negara hukum dan suatu peraturan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.%

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini
menunjukkan bahwa MK terkait pada prinsip umum penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun dalam menegakkan hukum dan keadilan.®®

ajlurrahman Jurdi, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana, him.

)id.
chmad Fauzan, 2009, Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum,
Khusus, dan Mahkamah Konstutusi, Jakarta: Kencana, him. 432.
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2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai lembaga
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
sebagaimana Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dalam Undang-Undang
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 dan 3
disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota
Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.%®
Pada dasarnya, Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk
mengawal konstitusi, agar konstitusi dijalankan dengan konsisten dan
dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara ataupun warga
negara. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna
tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.®’” Dengan fungsi utama
tersebut keberadaan MK memiliki arti penting dan perananan strategis
dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala
ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat

diukur konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.®®

)id, him. 405.
lahkamah Konstitusi, 2015, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
itik Triwulan Tutik, Op. Cit., hal 222
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Dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi dikatakan bahwa:®°

“salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar
1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang
ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak
rakyat dan cita-cita demokrasi”.

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD NRI
Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan
diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi
secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945:1%

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.

2) Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.

Kemudian, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:°t
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguiji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Aaruarar Siahaan, 2015, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sinar
Im. 7.
Jndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat

).
Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat
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2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul
pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden oleh DPR
kepada MPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur
dalam pasal 7A UUD 1945.
3) Memutus pembubaran Partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah
menerima, memeriksa dan memutus perkara konstitusional yang
diajukan kepadanya. Hakim konstitusi sebagai pelaksana daripada
kekuasaan MK bertugas menerima dan memeriksa suatu perkara
sehingga hakim MK dalam hal ini bersifat pasif atau menunggu adanya
perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari dan mengejar
suatu perkara. Pada umumnya, ada beberapa jenis putusan MK dalam
menjalankan kewenangannya berupa pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara normatif ada 3
(tiga) jenis putusan MK yakni putusan dikabulkan, ditolak dan tidak
dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56-57 UU No. 24
Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan ketetapan dalam hal,

permohonan bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadili

"ara yang dimohonkan dengan ketetapan “Mahkamah Konstitusi

¢ berwenang mengadili permohonan pemohon” atau pemohon

arik kembali permohonan dengan amar “Permohonan pemohon
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ditarik kembali”.192 Dalam hal putusan MK menyatakan syarat formil
daripada pemohon tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 50 dan Pasal 51
UU MK maka amar putusan MK menyatakan “Permohonan tidak dapat
diterima”.1% Sedangkan, apabila MK berpendapat bahwa permohonan
Pemohon beralasan maka amar putusan MK menyatakan
“Permohonan dikabulkan”.1%4 Permohonan pemohon yang dinyatakan
dikabulkan oleh MK dalam amarnya harus menyebutkan seara tegas
materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang
bahkan satu undang-undang sekalipun bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar.

Selain itu, dalam hal suatu undang-undang dinyatakan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil
maupun materilnya sebagian atau seluruhnya, maka amar putusan MK
menyatakan “Permohonan ditolak”.1%® Suatu undang-undang baik
secara materil maupun formil itu dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan wajib dimuat dalam
berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak

putusan diucapkan.

Ahmad Fadlil Sumadi, et al.,, 2020, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi:
ingan dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, him. 119.

bid.
bid.
bid, him. 120.
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Dalam perkembangannya terdapat model-model amar lain dalam
putusan MK yang memiliki karakteristik masing-masing. Model putusan
yang sifatnya konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) dan
model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitusional) pada dasarnya merupakan model putusan yang
secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu
norma, akan tetapi kedua model putusan ini mengandung ataupun
memuat penafsiran terhadap suatu norma dalam undang-undang baik
secara kesulurahan maupun sebagian yang pada dasarnya
bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD dan tetap
mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.1% Selain itu juga, ada model putusan yang menunda
pemberlakuan putusannya yang pada dasarnya guna memberi ruang
transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu.

bid, him. 121-122.
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